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ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND POTENTIAL OF RETRIBUTION 
SLAUGHTERHOUSE ANIMALS TO LOCAL REVENUE 
OF TORAJA UTARA REGENCY 
 
 
Rafika Rante Panggalo 
Yohanis Rura 
Nurleni 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Rumah 
Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah, serta 
mengetahui potensi Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, 
wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian bahwa: (1) setelah 
diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2012 
kontribusi realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan meningkat menjadi 
Rp2.691.335.000,- yang sebelumnya hanya sebesar Rp21.000.000,-, di tahun 
2011, (2) tahun 2014 potensi retribusi di dalam rumah potong hewan sebesar 
Rp294.372,-/bulan, sedangakan potensi retribusi di luar rumah potong hewan 
berdasarkan jumlah pesta sebesar Rp2.150.750.000,- (3) masih banyak wajib 
retribusi yang belum mengetahui tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan 
juga tidak mematuhi peraturan yang ada. 
Kata kunci: Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah. 
This research aims to determine the contribution of Retribution Slaughterhouse 
Animals to Local Revenue and Retribution, for knowing the potential of 
Retribution Slaughterhouse Animals in Toraja Utara Regency. This research is 
descriptive quantitative. Research uses the primary data and secondary data. 
The techniques of obtaining the data were observation, interview, and library 
study. The results of the research are: (1) after the promulgation of regulations of 
Toraja Utara Regency in 2012 the contribution of the realization of Retribution 
Slaughterhouse Animals increased to Rp2.691.335.000,- previously only for 
Rp21.000.000,- in the year 2011, (2) in the year 2014 potential of retribution in 
the slaughterhouse animals of Rp 294.372,-/month, while the potential retribution 
outside slaughterhouses animals based on the number of cattle in pieces amount 
Rp 2.150.750.000,- (3) there were many compulsory didn’t understand about 
Retribution Slaughterhouse Animals and also did not obey with existing 
regulations. 
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1.1 Latar Belakang 
Setiap daerah di Indonesia memperoleh hak untuk mengelola daerah 
dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yang dapat 
menjamin perkembangan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah 
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota 
menyebabkan peran pemerintah daerah semakin besar dalam mengatur dan 
mengurus daerah, sebaliknya peran pemerintah pusat akan semakin kecil. 
Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-
konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah 
satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua 
kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya 
(Septianawati, 2012). 
Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, pemungutan sumber daya 
ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan 
hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah sehingga dapat diterapkan 
sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya 
persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan pemerintah daerah kepada 
masyarakat yang didasarkan aturan hukum yang jelas dan kuat (Siahaan, 




diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman bagi daerah dengan tujuan 
untuk mendorong daerah meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri. 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. 
Kebudayaan tersebut merupakan keunikan adat istiadat oleh masing-masing 
daerah yang dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan dan identitas 
tersendiri. Salah satu daerah yang unik dengan adat istiadatnya yaitu Kabupaten 
Toraja Utara. Di Toraja upacara adat dikenal dengan istilah Rambu Tuka dan 
Rambu Solo. Rambu Tuka merupakan upacara adat suka cita/kebahagiaan, 
sedangkan Rambu Solo merupakan upacara adat duka cita/kematian. Kegiatan 
adat tersebut menggunakan hewan ternak kerbau dan babi sebagai simbol 
hewan potong pada penyelenggaran acara. Bagi masyarakat Toraja yang masih 
mengikuti adat atau tradisi, menyelenggarakan pesta adat merupakan kewajiban 
atau tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. 
Pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kegiatan 
menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terdiri dari:  
a. hasil pajak daerah; 
b. hasil retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain PAD yang sah. 
Pada tahun 2011 PAD Kabupaten Toraja Utara banyak ditopang dari 
sektor lain-lain pendapatan asli daerah dan pajak daerah, baru kemudian 




besar dari pendapatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Hal ini 
tergambar dalam Laporan Realisasi PAD pada Tahun 2011-2012 pada Tabel 1.1. 
 
Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2012 (Ribuan) 






Pajak Daerah    3.964.225 27,17%   4.371.778 26,31% 
Retribusi Daerah   3.795.201 26,01%   6.134.473 36,92% 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan  




  6.832.321 46,82%   6.108.566 36,77% 
TOTAL (PAD) 14.591.747  16.614.817  
Sumber: DPPKAD Kab. Toraja Utara, Data Diolah 2015 
Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi 
daerah terhadap PAD pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan sekitar 
10-11% per tahun. Proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap total PAD 
tersebut merupakan indikasi potensi sebagai salah satu sumber pendapatan 
yang dapat menutupi pengeluaran daerah. Obyek dari retribusi daerah di 
Kabupaten Toraja Utara cukup banyak dan beragam, salah satunya retribusi 
yang terkait dengan pemotongan hewan dan adat istiadat yaitu Retribusi Rumah 
Potong Hewan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pungutan retribusi 
merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan pribadi atau badan. Kewenangan yang diberikan kepada 
daerah  untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab 
dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 




Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengubah sumber pendapatan  dari 
kegiatan pemotongan hewan dalam acara adat yang semula merupakan Pajak 
Potong Hewan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011. Peraturan 
daerah ini disahkan pada tanggal 31 Desember 2011, dan mulai diterapkan di 
awal tahun 2012. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang Retribusi Rumah 
Potong Hewan, yang menjelaskan bahwa retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan jasa dan atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan 
hewan di luar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan 
atau dikelola oleh pemerintah daerah.  
Sehubungan dengan upacara adat istiadat yang sering diselenggarakan 
di Toraja Utara selain turut meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai 
bentuk usaha dalam pengembangan dan pembangunan daerah, kegiatan 
tersebut juga menjadi pendapatan khusus daerah dalam bentuk Retribusi Rumah 
Potong Hewan. Hal ini dikarenakan, tempat kegiatan pemotongan yang dilakukan 
di luar rumah potong hewan, dikelola dan diizinkan oleh pemerintah daerah. 
Namun sebelum diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011, 
Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh DPPKAD merupakan bagian 
dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai Pendapatan Lain-lain 
dalam Penerimaan Dana Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pembangunan 
Daerah. 
Pencapaian Retribusi Rumah Potong Hewan dan perbandingan 
sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Nomor 15, pada tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi yang signifikan seperti 















a. Retribusi RPH Dinas Peternakan 
b. Penerimaan lain-lain 
 
     20.000 
1.952.619     
 




74,27%   
2011 
a. Retribusi RPH Dinas Peternakan 
b. Penerimaan lain-lain 
 
     90.000 
1.872.619 
 
     21.000 
1.906.550 
 
  23% 
101,81% 
2012 
a. Retribusi RPH Dinas Peternakan 
b. Retribusi RPH DPPKAD 
 
     90.000 
1.272.619 
 
     11.235 
2.680.100 
 
  12,48% 
210,6% 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, Data Diolah 2015 
Dari Tabel 1.2 dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Rumah 
Potong Hewan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010. 
Namun jika dibandingkan dengan targetnya hanya tercapai sebesar 23% atau 
terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,9%, hal ini diduga 
belum baiknya sistem pengelolaan rumah potong hewan dan terlalu tingginya 
target yang ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa 
sebelum menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan, pada tahun 2010 dan 2011 
pendapatan khusus dari upacara adat di Kabupaten Toraja Utara merupakan 
Lain-lain PAD yang Sah sebagai Penerimaan Lain-lain. Realisasi Penerimaan 
Lain-lain pada tahun 2011 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 
101,81% dan kontribusi realisasi tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun 
2010 sebesar 27,54%. 
Penerapan peraturan daerah pada tahun 2012 menambah pendapatan 
Retribusi Rumah Potong Hewan. Terbukti realisasi tahun 2012 yang dikelola 
DPPKAD melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 210%, sedangkan 
yang dikelola Dinas Peternakan malah mengalami penurunan sebesar 10,52% 
dari tahun sebelumnya, walaupun besarnya target disamakan dengan tahun  




Secara nominal realisasi penerimaan retribusi sejak tahun 2010-2012 
kecenderungannya mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan target 
yang ditetapkan maka pencapaian target tersebut sangat fluktuatif. Padahal 
upaya peningkatan pendapatan daerah oleh setiap pemerintah daerah pada level 
manapun baik provinsi dan kabupaten/kota haruslah dilakukan dengan berbagai 
kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing 
(Septianawati, 2012). Berikut ini adalah data kontribusi penerimaan Retribusi 
Rumah Potong Hewan terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara tahun 2012- 2014 
pada Tabel 1.3. 
 
Tabel 1.3 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap PAD Kabupaten 












a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 





  0,06% 
16,13% 
2013 
a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 





  0,07% 
18,57% 
2014 
a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 





  0,04% 
14,91% 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, Data Diolah 2015 
Dari Tabel 1.3 dapat dilihat kontribusi penerimaan Retribusi Rumah 
Potong Hewan terhadap PAD yang dikelola oleh Dinas Peternakan jauh berbeda 
dengan yang dikelola oleh DPPKAD di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini 
dikarenakan penerimaan PAD di sektor lainnya juga mengalami kenaikan dan 
adanya perbedaan tarif potong hewan ternak di rumah potong hewan dengan di 
luar rumah potong hewan yang diizinkan dan dikelola oleh pemerintah daerah 




Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah 
dalam hal ini PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan 
daerah di Kabupaten Toraja Utara. Pemerintah terus menggali potensi-potensi 
keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Sumber penerimaan daerah Kabupaten Toraja Utara yang lebih 
memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan Retribusi 
Rumah Potong Hewan, mengingat banyaknya kegiatan adat yang terjadi 
sehingga pemotongan hewan merupakan bagian dari kegiatan tersebut. 
Diharapkan dengan kegiatan semacam ini mampu mendorong tingkat 
perekonomian di Toraja khususnya di Kabupaten Toraja Utara. 
Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari 
pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat pemotongan 
hewan yang strategis. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada 
setiap penggunaan sarana dan prasarana rumah potong hewan, sedangkan dari 
pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal balik (kontra prestasi) 
yang diberikan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan informasi Kepala 
DPPKAD Kabupaten Toraja Utara bahwa pendapatan retribusi di Kabupaten 
Toraja Utara masih sangat perlu diadakan pembenahan untuk mempengaruhi 
peningkatan pertumbuhan dan potensi Retribusi Rumah Potong Hewan. 
Efektifitas dan pendisiplinan staf pemungut retribusi juga sangat diperlukan 
dalam mencapai hasil yang ditargetkan oleh pemerintah kabupaten. 
Melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi retribusi 
daerah khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Potensi 
Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
masalah penelitian ini adalah Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan terlalu 
kecil dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu dirumuskan pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
1. Berapa kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam maupun di 
luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara? 
2. Berapa pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam atau di 
luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara? 
3. Berapa besar potensi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam atau di 
luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara? 
4. Berapa efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam atau di 
luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam 
maupun di luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara. 
2. Untuk mengetahui pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan (di 
dalam maupun di luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara. 
3. Untuk mengetahui besarnya potensi Retribusi Rumah Potong Hewan (di 
dalam maupun di luar)  terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara. 
4. Untuk mengetahui efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan (di dalam 





1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Guna memberikan informasi, menambah dan mengembangkan 
pengetahuan tentang retribusi daerah khususnya Retribusi Rumah Potong 
Hewan di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, dapat dijadikan referensi dan 
bahan perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, dapat dijadikan acuan 
dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan retribusi daerah pada 
Pendapatan Asli Daerah. Serta dapat memberikan informasi tentang kontribusi 
retribusi daerah khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi dengan judul Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi 
Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 
Utara tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam melakukan 
penelitian, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan 
kerangka pemikiran atau alur penelitian.  
BAB III   METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis 




BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini, meliputi sejarah Kabupaten Toraja Utara, 
gambaran umum lokasi penelitian dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), serta hasil dan pembahasan. 
BAB V   PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang berisi 
kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai 
permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode yang telah 






2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Otonomi Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) bahwa “otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut. 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, 
nyata, dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah 
kabupaten atau daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan 
luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin 
kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah 
kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan 
pemerintah daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri 
dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Hamzah, 2015). 






a. Otonomi yang luas, adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang 
pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta 
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan 
daerah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula 
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. 
b. Otonomi yang nyata, adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang 
nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang di 
daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak 
selalu sama dengan daerah lainnya. 
c. Otonomi yang bertanggung jawab, adalah berupa perwujudan 
pertanggungjawaban sesuai konsekuensi pemberian hak dan 
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang 
dipikul daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi berupa 
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan 
antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 






a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 
1. hasil pajak daerah; 
2. hasil retribusi daerah; 
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
4. lain-lain PAD yang sah; 
b. Dana perimbangan; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (18) 
disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan PAD yaitu memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 
6 ayat (1), menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah;  
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
d. lain-lain PAD yang sah. 
 
2.1.3 Retribusi Daerah 
2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah 
Menurut Siahaan (2010:5) bahwa “retribusi adalah pembayaran dari 
penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh 
negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa tersebut dapat dikatakan 






Retribusi berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya 
hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan 
kontraprestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung. Wajib retribusi 
melakukan pembayaran tersebut karena menginginkan adanya jasa timbal balik 
secara langsung dari pemerintah (Pudyatmoko, 2009:5). 
Menurut Suandy (2002:269) bahwa “retribusi daerah adalah pungutan 
sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah”. Pasal 
1 ayat (64), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut 
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. 
Menurut Soamole (2013), bahwa “retribusi daerah adalah suatu 
pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya 
hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran 
retribusi tersebut”. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal 
dari PAD, maka penggalian dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, 
perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya 
dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan 
obyek dan subyek retribusi yang ada. 
 
2.1.3.2 Sifat Retribusi Daerah 
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah 
yang cukup besar dan memberikan sumbangan terhadap PAD (Septianawati, 
2012). Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah 





disediakan oleh daerah, berdasarkan sifatnya dapat dikelompokan menjadi dua 
yaitu berdasarkan sifat pemungutannnya dan sifat paksaannya. 
1. Sifat pemungutannnya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi 
yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan 
timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh 
pemerintah setempat. 
2. Sifat paksaannya berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku 
umum, dan dalam pelaksanannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa 
yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka 
harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi daerah 
bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya  diserahkan pada pihak 
yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar. 
 
2.1.3.3 Fungsi Retribusi Daerah 
Menurut Septianawati (2012), fungsi retribusi daerah adalah sebagai 
berikut. 
1. Fungsi sebagai sumber keuangan negara, artinya bahwa retribusi 
digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang rakyat ke kas negara 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik 
pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. 
2. Fungsi mengatur, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk 
mengatur/melaksanakan kebijakan negara dalam laporan sosial dan 
ekonomi. 
 
2.1.3.4 Objek dan Golongan Retribusi Daerah 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa objek 





1. jasa umum; 
2. jasa usaha; dan 
3. perizinan tertentu. 
Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan 
Objek retribusi (Suandy, 2002:269).  
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan 
sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas 
perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut ini 
adalah penjelasan tentang golongan retribusi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut. 
1. Retribusi Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu 
sebagai berikut. 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 





j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
2. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan 
dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 
dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah 
sepanjang belum disediakan  secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi 
Jasa Usaha yaitu sebagai berikut. 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
g. Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH); 
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 





pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis 
Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebagai berikut. 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; 
d. Retribusi Izin Trayek; dan 
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
 
2.1.3.5 Cara Penghitungan Retribusi 
Penghitungan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan 
rumus sebagai berikut. 
Retribusi Terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi 
 
Keterangan:  
Tingkat penggunaan jasa: diukur dengan (1) kuantitas penggunaan jasa. 
Misalnya berapa kali/jam parkir; (2) ditaksir 
dengan rumus. Misalnya untuk izin bangunan 
berdasarkan luas tanah atau bangunan, jumlah 
tingkat dan rencana penggunaan. 
Tarif retribusi : diukur dengan (1) nilai rupiah atau persentase 
tertentu yang ditetapkan; (2) dapat ditentukan 
seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip 






2.1.3.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem official assessment, 
yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah 
dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 
lainnya yang dipersamakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Dokumen 
lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam 
hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran 
(Mardiasmo, 2011:18). 
 
2.1.4 Retribusi Rumah Potong Hewan  
2.1.4.1 Pengertian Retribusi Rumah Potong Hewan 
Pasal 1 ayat (10), Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dijelaskan sebagai berikut. 
“Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas rumah 
potong hewan dan tempat pemotongan hewan diluar rumah potong 
hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan 
kesehatan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah”. 
 
Pasal 1 ayat (11), Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011, bahwa “rumah potong hewan adalah suatu bangunan beserta 
peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat 
penyembelihan hewan antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan 






2.1.4.2 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, pasal 
2, bahwa dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut.  
“Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan 
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang termasuk pelayanan 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak 
swasta”. 
 
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan fasilitas/menikmati pelayanan jasa usaha yang 
bersangkutan, dan Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Usaha. 
 
2.1.4.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Menurut Suandy (2002:272), tingkat penggunaan jasa diukur dengan (a) 
kuantitas penggunaan jasa, misalnya berapa kali/jam parkir; (b) ditaksir dengan 
rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas tanah atau bangunan, 
jumlah tingkat dan rencana penggunaan. Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, pasal 6 bahwa tingkat 
penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah 
ternak. 
2.1.4.4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 
menjelaskan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 





keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan 
yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.  
 
2.1.4.5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah 
ternak, sedangkan besarnya tarif ditetetapkan berdasarkan tarif pasar yang 
berlaku di wilayah daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011, pasal 8). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka 
tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang 
merupakan jumlah unsur-unsur tarif sebagai berikut. 
1. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa 
Biaya yang dimaksud adalah (a) biaya operasional langsung yang 
meliputi biaya belanja pengawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja 
barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik 
dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan 
penyediaan jasa; (b) biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi 
umum, dan biaya lainnya yang mendukung persediaan jasa; (c) biaya 
modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva 
lainnya yang berjangka menengah dan panjang, seperti angsuran dan 
bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan 
aset; dan (d) biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan 
jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. 
2. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa 
Keuntungan yang dimaksud ditetapkan dengan persentase tertentu dari 





Berikut ini struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan 
yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011, dijelaskan dalam Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
No Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif 
1 Pemeriksaan kesehatan 
ternak sebelum dipotong 







Rp   50.000,-/ekor 
Rp   65.000,-/ekor 
Rp   50.000,-/ekor 
Rp   30.000,-/ekor 
Rp   25.000,-/ekor 
2 Pemotongan Hewan 
Ternak di Luar Rumah 
Potong Hewan (RPH) 
dengan jasa pelayanan 
dan/atau fasilitas yang 
disediakan/diizinkan oleh 
Pemerintah Daerah 
- Berdasarkan jenis dan 
motifnya sbb: 
a. Kerbau Belang 
(Saleko, Bonga) 
b. Kerbau Kebiri (Balian) 
















Rp   75.000,-/ekor 
Rp   75.000,-/ekor 
Rp   45.000,-/ekor 
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011, diolah 2015 
2.1.4.6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011, masa retribusi untuk pemanfaatan rumah potong hewan dan/atau 
fasilitas lainnya yang disediakan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 
ditetapkan lain oleh Bupati. Sedangkan, retribusi terutang adalah pada saat 
ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
 
2.1.4.7 Surat Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi 
Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan 
daerah, wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 





melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan 
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi. Surat ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Bentuk, isi serta tata cara 
pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Bupati. 
Berdasarkan SPORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru 
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi 
terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah (STRD). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD ditetapkan oleh Bupati. Hal ini 
diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011. 
2.1.4.8 Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 
Tahun 2011, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, 
kupon, dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan 
diatur dengan peraturan Bupati.  
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan. 
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur juga 
berdasarkan peraturan Bupati. 
2.1.4.9 Pemanfaatan dan Keberatan Retribusi 
Pemanfaatan dari Retribusi Rumah Potong Hewan diutamakan untuk 





potong hewan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 
luar kekuasaannya. Artinya suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau 
kekuasaan wajib retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Hal ini diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 pasal 16 dan 
pasal 17. 
 
2.1.5 Potensi  
2.1.5.1 Pengertian Potensi 
Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum 
didapat atau diperoleh di tangan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) “potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 
dikembangkan”. Karena potensi bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti 
besarnya potensi yang ada termasuk potensi pendapatan, dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan sebagai bagian dari upaya 
mengenali potensi. 
Potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor 
demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang 
berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat 
keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan 





2.1.5.2 Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan 
Potensi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilaksanakan 
di dalam rumah potong hewan dapat dihitung dengan mengalikan jenis 
pelayanan dengan tarif potong hewan yang belaku, sedangkan penghitungan 
potensi di luar rumah potong hewan dilakukan dengan mengalikan jumlah jenis 
hewan ternak yang dipotong dengan tarif potong hewan yang berlaku. Hal ini 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011. 
 
2.1.6 Efektifitas 
Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat 
adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 
dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah 
suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Berikut ini pengukuran efektifitas menurut Septianawaty (2012). 
            
                   
                
        
 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Retribusi Rumah Potong 
Hewan dijadikan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini, dijelaskan 








































penerimaan Pajak Hotel 
dan Restoran serta 
Retribusi Rumah 
Potong Hewan Kota 
Padang Panjang lebih 
besar dari yang selama 





Pajak Hotel dan 
Restoran berada pada 
kuadran Ill , strategi 




yang ada artinya bahwa 
penerimaan pungutan 






Potong Hewan berada 






















daging per kapita 
per tahun, 
Jumlah produksi 















Rumah Potong Hewan 
di Kota Mataram tidak 
didasarkan pada 
potensi yang dimiliki. 
Potensi retribusi jauh 
lebih besar yaitu Rp 
242.294.853 
dibandingkan dengan 
target yang ditetapkan 
dalam kurun waktu 







































pengaruh PDRB, jumlah 
pesta dan jumlah 
penduduk secara 
bersama-sama maupun 
secara parsial terhadap 
penerimaan retribusi 
rumah potong hewan 
(RPH) di Kabupaten 
Tana Toraja dan 
Strategi yang dapat 
dilakukan 
oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten 
Tana Toraja dalam 
meningkatkan 
penerimaan retribusi 
rumah potong hewan 
(RPH) adalah Analisis 
SWOT dengan Strategi 
TOWS 
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2015 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Sehubungan dengan pemanfaatan potensi upacara adat dalam 
meningkatkan mutu perekonomian di Kabupaten Toraja Utara maka perlu 
adanya kejelasan tentang hubungan yang saling berpengaruh antara tiap sektor 
untuk mampu memahami bagaimana penerimaan daerah di Kabupaten Toraja 
Utara dapat tercapai dengan baik. 
Peningkatan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara salah satunya 
bersumber dari Retribusi Rumah Potong Hewan  sebagai bagian dari rangkaian 
upacara-upacara adat istiadat yang ada di Toraja. Adapun kerangka pemikiran 










Retribusi Rumah Potong 
Hewan yang Ditetapkan
Realisasi Penerimaan 

















3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan 
jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah penelitian 
deskriptif. Data-data yang diperoleh baik berupa angka maupun yang berupa 
tabel kemudian ditafsir dengan baik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 
yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk 
menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena dari persfektif 
seseorang, organisasi atau lainnya. Penelitian deskriptif ini menggambarkan 
tentang kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (baik di dalam maupun di 
luar) terhadap PAD serta potensi dan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan 
periode 2010-2014. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara tepatnya pada 
instansi yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) dan Dinas Peternakan Kabupaten Toraja Utara. Lokasi ini 
dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan. 
Kabupaten Toraja Utara melaksanakan pungutan Retribusi Rumah Potong 
Hewan tidak seperti di daerah lainnya, karena berkaitan langsung dengan 
kegiatan adat istiadat atau tradisi orang Toraja yang dikenal dengan upacara 
adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’. Penelitian ini dilakukan selama bulan April 






3.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
a. Data Primer  
Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 
untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Pada umumnya data primer 
ini belum tersedia sebelumnya, sehingga peneliti harus melakukan pengumpulan 
data berdasarkan kebutuhannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan perusahaan 
dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan 
mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau 
dapat dilakukan dengan menggunakan data Biro Pusat Statistik. Dalam 
penelitian ini data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta dokumen-dokumen lainnya. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut. 
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari 







b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, sehingga peneliti 
mengadakan penelitian ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Peternakan  Kabupaten Toraja 
Utara dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 
1. Pengamatan (Observasi) 
Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-
gejala yang diselidiki. 
2. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan suatu tanya jawab langsung kepada 
informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data 
primer dan informasi yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini 
adalah pegawai dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 
dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Peternakan Kabupaten 
Toraja Utara. 
3. Dokumentasi (Documentation) 
Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan 
menggunakan dokumentasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Peternakan 
Kabupaten Toraja Utara. 
 
3.5 Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran 
atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan 





untuk menggambarkan tentang potensi dan efektifitas Retribusi Rumah Potong 
Hewan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
a. Analisis Penghitungan kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan 
Untuk melihat perilaku kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan 
terhadap retribusi daerah dan PAD Kabupaten Toraja Utara selama periode 
tahun 2010-2014, digunakan rumus sebagai berikut.   
   
     
               
       
 
   
    
   
        
 
Keterangan: 
Y : persentase kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan  
RRPH : Retribusi Rumah Potong Hewan  
PAD : Pendapatan Asli Daerah.  
 
Untuk mengetahui perilaku kontribusi RRPH, hasil analisis persentase 
kontribusi RRPH akan digrafikkan dengan tahun analisis (2010-2014). Demikian 
juga Tingkat Penggunaan Jasa akan digrafikkan dengan tahun periode 2010-
2014.  Perilaku pertumbuhan PAD juga akan dianalisis untuk meilihat kaitannya 
dengan pertumbuhan Retribusi RPH selama periode 2010-2014. Nilai 
pertumbuhan PAD, Retribusi Daerah, dan Retribusi RPH akan dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut (Anwar, 2014). 
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Keterangan: 
PAD (t)       : Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan 
PAD (t-1)    : Pendapatan Asli Daerah tahun lalu 
RD (t)         : Retribusi Daerah tahun berjalan 
RD (t-1)      : Retribusi Daerah tahun lalu 
RRPH (t)    : Retribusi Rumah Potong Hewan tahun berjalan 
RRPH (t-1) : Retribusi Rumah Potong Hewan tahun lalu 
 
b. Analisis Penghitungan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan 
Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak dengan tarif 
retribusi. Secara umum, penghitungan potensi Retribusi Rumah Potong Hewan 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 
sebagai berikut. 
 
 Potensi Retribusi RPH = (jenis pelayanan x tarif) + (jenis hewan ternak x tarif) 
 
Selain rumus di atas, potensi Retribusi Rumah Potong Hewan yang 
dilakukan di luar rumah potong hewan juga dapat dihitung berdasarkan jumlah 
pesta dikali dengan rata-rata jumlah hewan ternak yang dipotong dikalikan 
dengan tarif yang diberlakukan. 
 
c. Analisis Efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan 
Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam 
merealisasikan retribusi pendapatan rumah potong hewan sesuai dengan potensi 
yang ada. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 
apabila rasio yang dicapai sebesar 90-100%. Namun demikian, semakin besar 





Efektifitas pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk 
mengukur rasio antara realisasi retribusi dengan target retribusi itu sendiri atau 
dengan rumus sebagai berikut. 
             
                   
                
        
         
 Kriteria penilaian terhadap efektifitas pemungutan retribusi mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang 
Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Penetapan tingkat efektifitas 
pemungutan retribusi selengkapnya dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut. 
 
Tabel 3.1 Kriteria Kinerja Efektifitas 
No Nilai Kinerja Keterangan 
1 >100% Sangat Efektif 
2 90% - 100%  Efektif  
3 80% - 90% Cukup Efektif 
4 < 80% Kurang Efektif 
Sumber: Data sekunder 
 
Berdasarkan Tabel 3.1 kriteria kinerja efektifitas dapat diuraikan sebagai 
berikut. 
1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti 
sangat efektif. 
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian 90% sampai dengan 
100% berarti efektif. 
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian 80% sampai dengan 
90% berarti cukup efektif. 







4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Toraja Utara 
Pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067 A, administrasi pemerintahan 
berubah dengan penghapusan sistem distrik dan pembentukan pemerintahan 
kecamatan. Tana Toraja pada waktu itu terdiri dari 15 distrik dengan 410 
kampung, berubah menjadi 9 kecamatan dengan 135 kampung. Kemudian 
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
Nomor 450/XII/1965 diadakan pembentukan Desa Gaya Baru. Berdasarkan 
petunjuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
tentang pembentukan Desa Gaya Baru tersebut, ditetapkan Surat Keputusan 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 152/SP/1967 tentang 
Pembentukan Desa Gaya Baru dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja 
sebanyak 65 Desa Gaya Baru yang terdiri atas 186 kampung. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
dan Peraturan Pelaksanaannya, dari 65 Desa Gaya Baru tersebut berubah 
menjadi 45 desa dan 20 kelurahan. Dengan keluarnya Surat Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 168/XI/1982, Wilayah Kabupaten Tana Toraja 
terdiri dari 9 kecamatan dan 22 kelurahan serta 63 desa. Berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1988, dibentuk wilayah kerja 
Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah Utara yang dipimpin oleh seorang 
Wedana Pembantu. 
Setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan Nomor 954/XI/1998, Wilayah Kabupaten Tana Toraja terdiri 




Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2000, 6 perwakilan kecamatan menjadi 
definitif sehingga jumlah kecamatan seluruhnya menjadi 15 kecamatan. 
Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 
Tahun 2001, keseluruhan desa yang ada berubah nama menjadi lembang. 
Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 tahun 
2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 
Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 18 Tahun 2000, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2000, Wilayah Kabupaten Tana Toraja menjadi 40 
kecamatan, 87 kelurahan dan 223 lembang. 
Pada tanggal 31 Agustus 2008 Kabupaten Toraja Utara resmi terbentuk. 
Setelah melalui proses yang sempat menimbulkan pro dan kontra di antara 
masyarakat Toraja sendiri, pembentukan kabupaten Toraja Utara akhirnya 
ditetapkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008. Akan 
tetapi, peresmian Kabupaten Toraja Utara dilakukan dua bulan kemudian, yang 
dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Tana Toraja yang ke-761 dan 
ulang tahun Kabupaten Tana Toraja yang ke-51, yaitu pada tanggal 31 Agustus 
2008. Dasar hukum pemekaran ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Proses pengajuan usulan 
pemekaran sendiri melalui jalan yang panjang selama beberapa tahun. Dengan 
dibentuknya Kabupaten Toraja Utara, maka Wilayah Kabupaten Tana Toraja 
terbagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan 




4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.2.1 Letak Geografis 
Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten dari 24 
kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2008. Kabupaten Toraja Utara beribukota di Rantepao 
terletak antara 2o35’’ – 3o15’’ Lintang Selatan dan 119o – 120o Bujur Timur dengan 
luas wilayah 1.151,47 km2 terdiri dari Hutan Lindung 47.900 Ha, Hutan Rakyat 
5.260 Ha, Kebun 14,620 Ha, serta Permukiman 9.865 Ha yang berada pada 
ketinggian 704 – 1.646 meter di atas permukaan air laut. Berikut ini batas 
Wilayah Kabupaten Toraja Utara. 
1. Sebelah Utara    : berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi 
  Barat 
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 
3. Sebelah Timur    : berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
4. Sebelah Barat     : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat 
Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang 
terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak ibukota 
Kabupaten Toraja Utara dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 
329 km yang melalui Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten 
Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten 
Maros. Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan, dan 111 
lembang (desa). Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan 
merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km persegi 
dan 131,72 km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 







Penduduk Kabupaten Toraja Utara tahun 2014 berjumlah 277.184 jiwa 
yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 32.305 
jiwa mendiami Kecamatan Rantepao. Secara keseluruhan, jumlah penduduk 
yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin 
perempuan, Jumlah penduduk laki-laki adalah 141.646 jiwa sementara jumlah 
penduduk perempuan adalah 135.538 jiwa. Hal ini juga tercermin pada angka 
rasio jenis kelamin yang mencapai angka 104, ini berarti, dari setiap 100 orang 
perempuan terdapat 104 laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja 
Utara pada tahun 2014 telah mencapai 197 jiwa/km². Kecamatan terpadat 
terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai 3.139 
jiwa/km² dengan luas daerah 10,29 km2, sedangkan kecamatan yang tingkat 
kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Baruppu yaitu 49 jiwa/km² 
dengan luas daerah 162,17 km2 .  
 










1 Rinding Allo     5.247     4.900   10.147 
2 Rantepao   16.418   15.887   32.305 
3 Sanggalangi     6.576     6.441   13.017 
4 Sesean     7.598     7.217   14.815 
5 Sa’dan     9.480     8.981   18.461 
6 Nanggala     5.766     5.322   11.088 
7 Buntao     6.937     6.538   13.475 
8 Baruppu     4.126     3.904     8.030 
9 Dende’ Piongan Napo     4.896     4.654     9.550 
10 Buntu Pepasan     8.006     7.748   15.754 
11 Tikala     6.429     6.081   12.510 
12 Tallunglipu   10.337   10.115   20.452 
13 Balusu     4.253     4.222     8.475 
14 Sopai     8.897     8.490   17.387 
15 Kesu     9.471     9.151   18.622 




Sumber: Data Sekunder, Diolah 2015 
 
4.2.3 Perekonomian 
Kondisi perekonomian suatu daerah sangat tergantung pada potensi 
dan sumberdaya yang dimiliki serta kemampuan daerah yang bersangkutan 
untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki tersebut. Untuk 
meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kabupaten Toraja Utara 
selalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Perkembangan PDRB Kabupaten 
Toraja Utara selanjutnya disajikan pada tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-
2013 (Juta, Rupiah) 
 
No Sektor 2010 2011 2012 2013 
1 Pertanian 301.124,23 305.518,31 316.541,16 322.208,96 
2 Pertambangan dan 
Penggalian     4.066,73     4.774,50     5.321,47     5.976,02 
3 Industri Pengelolaan   39.295,58   42.894,97   46.326,69   50.746,55 
4 Listrik, Gas, dan Air 
Bersih     4.233,66    4.857,60     5.714,47     7.058,07 
5 Bangunan   35.651,51   39.521,20   43.361,09   47.996,91 
6 Perdagangan, Hotel, 
dan Restoran 
120.383,70 138.138,93 156.451,21 178.776,05 
7 Angkutan dan 
Komuniksi   32.013,42   41.287,65   50.886,24    65.479,19 
8 Keuangan, 
Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 
  45.291,64   52.464,78   61.914,84    71.890,95 
9 Jasa-Jasa 104.813,48 111.709,13 117.454,21 122.294,39 
PDRB 686.873,96 741.167,07 803.871,38 872.427,09 
Sumber: Toraja Utara Dalam Angka, BPS 2014 
 
17 Awan Rante Karua     2.840     2.670     5.510 
18 Kapala Pitu     3.958     3.725     7.683 
19 Sesean Suloara     4.197     3.793     7.990 
20 Bangkelekila     4.477     4.256     8.733 
21 Rante Bua     5.379     5.072   10.451 




Berdasarkan Tabel 4.2 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu pencerminan kemajuan 
ekonomi, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihasilkan dalam waktu satu tahun dalam wilayah tersebut. PDRB Toraja 
Utara berdasarkan harga konstan periode 2010-2013 setiap tahunnya mengalami 
perkembangan yang cukup baik. PDRB Toraja Utara atas dasar harga konstan 
pada tahun 2013 sekitar Rp 872.427,09 juta rupiah berkembang 8,53% dari 
tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar disumbangkan sektor Pertanian 38,08%, 
sementara sektor Penggalian hanya memberikan kontribusi sebesar 0,68%. 
 
4.3 Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
4.3.1 Sejarah DPPKAD 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi 
pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang 
nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah. Perubahan paradigma di 
atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah 
daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-
urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat setempat. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah 
dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus kepentingan masyarakat dan 
melayaninya melalui peningkatan kapasitas aparatur daerah. 
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 




yang memadai. Hal ini disebabkan karena keuangan daerah merupakan salah 
satu faktor dalam mengukur mampu tidaknya pemerintah daerah menjalankan 
fungsinya, yaitu menyelenggarakan pelayanan masyarakat (public service 
function), melaksanakan pembangunan (development function) dan perlindungan 
masyarakat (protective function), sehingga kewenangan yang diserahkan kepada 
daerah akan disertai dengan penyerahan pembiayaan personalia, sarana, dan 
prasarana sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk mampu 
melakukan penataan kewenangan kelembagaan dan personil, serta merumuskan 
semua kewenangan dengan tetap memperhatikan kapasitas daerah dalam hal 
pembiayaan. Selain berupaya agar daerah menerima sumber penerimaan yang 
memadai melalui Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan daerah 
mampu menggali sumber-sumber pendapatan sendiri dan mampu melaksanakan 
semua urusan yang telah menjadi kewenangannya dengan baik. Di samping itu, 
daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif, 
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan 
pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara telah mengambil langkah dan kebijakan membentuk 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai 
unit kerja yang menangani Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2009 





DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan 
pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah 
serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka DPPKAD mempunyai kewenangan 
sebagai berikut. 
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
2. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan 
barang milik daerah; 
3. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
5. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah; 
6. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
7. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
8. Menetapkan surat penyediaan dana; 
9. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 
pemerintah daerah; 
10. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
11. Menyajikan informasi keuangan daerah dan aset daerah. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 27 Tahun 
2012 tentang Kewenangan, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pendapatan, 
Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah yang terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 




a. Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi 
b. Sub Bagian Keuangan dan Anggaran 
c. Sub Bagian Perlengkapan dan Kepegawaian 
3. Bidang Anggaran, terdiri dari: 
a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 
b. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung 
c. Seksi Anggaran Belanja Langsung 
4. Bidang Akuntansi, terdiri dari: 
a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 
b. Seksi Akuntansi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran 
Pembiayaan 
c. Seksi Akuntansi Belanja Langsung 
5. Bidang Aset, terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan 
b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset 
c. Seksi Infentarisasi, Pengawasan dan Penghapusan 
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 
a. Seksi Kas dan Giro 
b. Seksi Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 
c. Seksi Pengujian Belanja Langsung 
7. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari: 
a. Seksi Pendaftaran  
b. Seksi Pendataan  
8. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data 
9. Bidang Penetapan, terdiri dari: 




b. Seksi Perhitungan 
c. Seksi Angsuran 
10. Bidang Penagihan, terdiri dari: 
a. Seksi Penagihan 
b. Seksi Keberatan 
c. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan Lain-lain 
 
4.3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) 
4.3.2.1 Visi DPPKAD 
Visi menyatakan pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra 
yang ingin diwujudkan unit kerja pada masa mendatang. Visi memberikan 
gambaran ke arah mana unit kerja akan dibawa dan bagaimana unit kerja tetap 
eksis, konsisten, antisipasi, inovatif dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten 
Toraja Utara adalah “Toraja Utara, daerah wisata budaya kaya pesona dengan 
ragam kreatifitas dan kasih yang mensejaterakan”. Dengan pelaksanaan otonomi 
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan 
untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, 
maka untuk mencapai tujuan tersebut visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah yang Profesional, Berkualitas, Bersih, Transparan, dan 
Akuntabel ”. 
 
4.3.2.2 Misi DPPKAD 
Misi menyatakan sesuatu yang harus diemban oleh unit kerja sesuai 
Visinya. Misi pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah mengoptimalkan 




dititikberatkan pada pemberdayaan aparatur pemerintah yang demokratis dan 
lebih dekat kepada rakyat serta bebas praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 
(KKN) dengan menerapkan pemerintahan yang baik (Good Governance). 
DPPKAD Kabupaten Toraja Utara mempunyai misi sebagai berikut. 
1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah; 
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber 
pendapatan daerah; 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan 
keuangan daerah dan aset daerah; dan 
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan 
daerah. 
Dari Misi dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan yang bermuara pada 
terwujudnya peningkatan keuangan daerah dalam upaya pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan 
pengembangan potensi daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah. 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka dikembangkan nilai-nilai 
organisasi yang akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan 
yang diyakini kebenarannya sebagai berikut. 
1. Profesional, dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan 
didukung oleh persyaratan kerja kompetensi, integritas, dan 
responsibilitas. 
2. Kehati-hatian, dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan 
selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 




3. Transparansi, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan 
pengambilan keputusan dalam bentuk keterbukaan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
4. Disiplin, dimaksudkan sikap yang selalu taat pada aturan yang berlaku. 
5. Kebersamaan/kerjasama, dimaksudkan bahwa semua aparat 
berkomitmen saling menghindari ego sektoral yang mementingkan 
kepentingan sendiri atau bagian organisasinya sendiri. 
6. Kesederhanaan, dimaksudkan dalam melaksanakan pelayanan tidak 
berbelit-belit untuk meningkatkan mutu pelayanan pada instansi 
pengguna maupun masyarakat. 
7. Keamanan, dimaksudkan bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan 
dan aset daerah penuh kehati-hatian dan tidak merugikan keuangan 
negara dan daerah. 
 
4.3.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas DPPKAD 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 27 Tahun 
2012 tentang Kewenangan, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pendapatan, 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut. 
1. Tugas Pokok 
Tugas Pokok DPPKAD adalah mengatur, merumuskan, membina, 
mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan 
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan 






Dalam menjalankan tugas, DPPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut. 
a. Perumusan kebijakan tehnis dibidang Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan aset Daerah; 
b. Pemberian izin dan Pelaksanaan Pelayanan Umum; 
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pendapatan  
Daerah; 
d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas. 
 
3. Uraian Tugas Pokok Organisasi 
1. Sekretaris  
Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam 
penyusunan program, pemberian pelayanan administrasi keuangan, 
umum dan kepegawaian. Sedangkan fungsi Sekretariat adalah sebagai 
berikut. 
a. Menyusun program kerja tahunan Sekretariat untuk dijadikan acuan 
kerja; 
b. Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas melalui 
disposisi atau secara lisan, agar pekerjaan berjalan lancar; 
c. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pembinaan tugas di 
lingkup Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 
Aset Daerah; 
d. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas para Kepala Sub 
Bagian; 





f. Mengumpulkan dan menata buku-buku Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah; 
g. Mengkoordinir sistem informasi data barang inventaris dan peralatan 
kantor; 
h. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dengan instansi terkait 
dalam rangka kelancaran tugas; 
i. Menerima dan membaca surat masuk; 
j. Meneliti kebenaran setiap naskah dinas yang akan keluar baik dari 
segi prosedur bidang perencanaan program, bidang keuangan 
maupun dari segi teknis administrasi dengan membaca dan 
membubuhi paraf koreksi agar terhindar dari kesalahan; 
k. Memimpin kerumahtanggaan dan keprotokoleran berdasarkan 
ketentuan yang berlaku; 
l. Menyiapkan konsep peraturan daerah, peraturan bupati dan 
keputusan bupati yang menyangkut kewenangan DPPKAD; 
m. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Program Kegiatan 
SKPD; 
n. Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran SKPD; 
o. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 
p. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD; 
q. Mengkoordinasikan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) SKPD; 
r. Mengkoordinasikan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran); 




t. Memberikan pelayanan konsultasi bagi para tamu; 
u. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
Sekretaris sekaligus mencari upaya pemecahan masalahnya; 
v. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai 
ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk 
pembinaan karir; 
w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi; 
x. Melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD sesuai Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor  59 Tahun 2007; 
y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan Pendapatan 
dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperintahkan atasan. 
2. Bidang Anggaran  
Tugas pokok Bidang Anggaran adalah membantu Kepala Dinas 
dalam memberikan pelayanan administratif, perencanaan, pengaturan 
dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Sedangkan 
fungsi Bidang Anggaran adalah sebagai berikut. 
a. Menyusun program kerja tahunan bidang anggaran untuk dijadikan 
acuan kerja; 
b. Memberi tugas kepada bawahan melalui disposisi atau secara lisan 
agar pekerjaan berjalan lancar; 
c. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada bawahan tentang 




d. Melaksanakan koordinasi kegiatan, agar terjadi kerjasama yang saling 
mendukung dalam mencapai sasaran; 
e. Mempersiapkan konsep KUA, PPAS, Analisis Standar Biaya dan 
Pedoman Penyusunan APBD dan Perubahan APBD; 
f. Menyusun RAPBD pokok dan perubahan serta mengelola Dokumen 
Perencanaan Anggaran Pendapatan dan anggaran Belanja Tidak 
Langsung, Belanja Langsung dan pembiayaan dari masing-masing 
instansi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang lain; 
g. Mengatur pengawasan Administrasi dan keterampilan dalam 
Penyusunan/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
h. Meneliti/menganalis APBD yang telah disusun perubahannya; 
i. Meneliti dan mempersiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran SKPD (DPA-SKPD); 
j. Menyiapkan Anggaran Kas dan meneliti kebenaran Penerbitan 
Konsep Naskah Surat Pencairan Dana  (SP2 D); 
k. Mengiventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanan tugas 
untuk dicarikan upaya pemecahannya; 
l. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai 
ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk 
pembinaan karir; 
m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sebagai 
bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang 





3. Bidang Akuntansi 
Tugas pokok Bidang Akuntansi adalah membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan penatausahaan transaksi keuangan, melaksanakan 
verifikasi atas transaksi pendapatan dan pembiayaan serta menyusun 
laporan keuangan daerah, baik PAD maupun APBD setiap semesteran 
dan tahunan. Sedangkan fungsi Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut. 
a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Akuntansi untuk dijadikan 
acuan kerja; 
b. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang melalui disposisi atau 
secara lisan agar pekerjaan berjalan lancar; 
c. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada Kepala Seksi dan 
bawahannya baik lisan maupun tertulis; 
d. Melakukan penatausahaan dokumen Laporan Realisasi APBD dari 
setiap SKPD sebagai dasar untuk menyusun Laporan Realisasi 
Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 
Utara dan Laporan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 
Utara; 
e. Membuat telaah staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya; 
f. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan Akuntansi 
dan Aset; 
g. Melakukan koordinasi baik dalam lingkup Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah maupun dari setiap SKPD 




h. Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah 
Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Laporan Prognosis untuk enam 
bulan berikutnya; 
i. Menyusun Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Toraja Utara; 
j. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
k. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
m. Melaksanakan koordinasi antara Tim Kabupaten dengan Tim Provinsi 
dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
n. Mengiventarisir Permasalahan yang timbul dalam pelaksanan tugas 
untuk dicarikan upaya pemecahannya; 
o. Mengikuti sidang di DPRD dalam rangka pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, hingga ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah. 
 
4. Bidang Aset 
Tugas pokok Bidang Aset adalah membantu Kepala Dinas dalam 
memberikan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
yang ada pada masing-masing SKPD. Sedangkan fungsi Bidang aset 




a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Aset untuk dijadikan acuan 
kerja; 
b. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang melalui disposisi atau 
secara lisan agar pekerjaan berjalan lancar; 
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang ada masing-masing SKPD; 
d. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan barang dan rencana 
kebutuhan pemeliharaan barang pada masing-masing SKPD 
berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana Pemerintahan 
Daerah dan standar harga; 
e. Mengkoordinasikan data dan informasi mengenai pengelolaan Barang 
Milik Daerah untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan serta 
pengendalian; 
f. Mengkoordinasikan data dan informasi mengenai pengelolaan Barang 
Milik Daerah sebagai bahan penyusunan Lampiran Perhitungan 
APBD; 
g. Mengkoordinasikan data dan informasi mengenai pengelolaan Barang 
Milik Daerah untuk kepentingan pengadaan, pemanfaatan, 
pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan, atau pemindah-
tanganan Barang Milik Daerah; 
h. Mengkoordinasikan data dan informasi mengenai Barang Milik Daerah 
sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah; 
i. Mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas bawahan; 
j. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 




k. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai 
ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk 
pembinaan karir; 
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Aset untuk dijadikan 
bahan pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi; 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sehubungan dengan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
diperintahkan oleh atasan. 
5. Bidang Perbendaharaan 
Tugas pokok Bidang Perbendaharaan adalah membantu Kepala 
Dinas dalam memberikan pelayanan administratif, perencanaan, 
pengaturan, dan penyusunan proses pencairan dana. Sedangkan fungsi 
Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut. 
a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Perbendaharaan untuk 
dijadikan acuan kerja; 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang melalui disposisi atau 
secara lisan agar pekerjaan berjalan lancar; 
c. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas untuk menghindari kesalahan dalam 
melaksanakan tugas; 
d. Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM yang 
diajukan oleh setiap SKPD; 
e. Menerbitkan SP2D; 
f. Mengirim SP2D kepada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
sebagai bank tempat menyimpan Kas Daerah; 




h. Membuat register Surat Penolakan Penerbitan SP2D; 
i. Menyimpan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
j. Melaksanakan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
Daerah; 
k. Melaksanakan Pengelolaan Kas Non Anggaran yang tidak 
mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Pemerintah Daerah; 
l. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 
m. Melakukan koordinasi yang diperlukan oleh instansi terkait dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. Mengiventarisir Permasalahan yang timbul dalam pelaksanan tugas 
untuk dicarikan upaya pemecahannya; 
o. Menilai Prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai 
ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk 
pembinaan karir; 
p. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan 
sebagai bahan pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi; 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sehubungan dengan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
diperintahkan oleh atasan. 
 
6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
Tugas pokok Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah 
merumuskan dan melaksanakan pendaftaran dan pendataan subjek dan 
objek pajak dan retribusi daerah, melakukan dokumentasi dan 




membimbing, mengendalikan, dan mengawasi tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas. Sedangkan fungsi Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan adalah sebagai berikut. 
a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan; 
b. Pelaksanaan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi daerah; 
c. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah; 
d. Pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek pajak dan retribusi 
daerah; 
e. Penyusunan Daftar Induk wajib pajak dan retribusi daerah; 
f. Penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak; 
g. Penerimaan kembali isian SPOP tersebut dari wajib pajak; 
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
 
7. Bidang Penetapan 
Tugas pokok Bidang Penetapan adalah merumuskan dan 
melaksanakan penetapan subyek dan obyek pajak serta retribusi daerah, 
melakukan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang 
serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan 
wajib retribusi daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang 
penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) dalam Daftar Himpunan 
Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB, membimbing, mengendalikan, dan 
mengawasi tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sedangkan 
fungsi Bidang Penetapan adalah sebagai berikut. 
a. Penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak; 




c. Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atau 
pembayaran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah; 
d. Pelaksanaan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah; 
e. Penerbitan dan pendistribusian serta penyiapan arsip surat 
perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan; 
f. Pelaksanaan penerimaan SPPT-PBB beserta DHKP-PBB dan 
dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepada unit 
lain yang terkait. 
 
8. Bidang Penagihan 
Tugas pokok dalam Bidang Penagihan adalah melaksanakan 
penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas  waktu 
jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta 
mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah. Sedangkan fungsi Bidang penagihan adalah 
sebagai berikut. 
a. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai 
dengan batas kewenangannya. 












4.4 Hasil dan Pembahasan 
4.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong 
Hewan 
Berikut ini tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong 
Hewan di Kabupaten Toraja Utara. 
1. Kolektor kecamatan mengambil karcis retribusi di DPPKAD melalui 
Bendahara Benda Berharga. 
2. Jika ada pesta rambu tuka’/rambu solo’ di kelurahan/lembang, kolektor 
kelurahan/lembang mengambil karcis retribusi di kecamatan melalui 
kolektor kecamatan. 
3. Retribusi di masing-masing kelurahan/lembang disetor langsung oleh 
kolektor kelurahan/lembang ke kecamatan melalui kolektor kecamatan. 
4. Kolektor kecamatan menyetor retribusi ke DPPKAD melalui Bendahara 
Penerima. 
5. Bendahara Penerima DPPKAD menyetor retribusi tersebut ke Kas 
Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. 
 
4.4.2 Analisis Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan 
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka 
mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, 
khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan diperlukan antara lain suatu kajian 
dan penghitungan seberapa besar kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Untuk 
mengetahui seberapa besar peranan atau kontribusi Retribusi Rumah Potong 




bab sebelumnya (alat analisis) yaitu dengan menggunakan formula kontribusi 
dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Rumah 
Potong Hewan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dikalikan 
dengan 100%. Rumus tersebut akan diimplementasikan secara lebih singkat dan 
lebih jelas dengan menggunakan tabel untuk lebih efektifnya data. Retribusi 
Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu 
komponen retribusi daerah yang memberikan peranan atau kontribusi yang 
cukup besar/berarti terhadap retribusi daerah. Berikut ini penghitungan kontribusi 
Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah. 
   
    
               
        
                
     
         
              
                
      
         
              
                
                
         
               
                
                
         
               
                
                
         
               
 
Sedangkan penghitungan kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap 
PAD yaitu sebagai berikut. 
    
    
   
        
 
                
     
         
              
                
      
          




                
                
          
               
                
                
          
               
                
                
          
               
Rata-rata penghitungan kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan 
terhadap Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2014 
diuraikan dalam Tabel 4.3 sesuai dengan hasil penghitungan di atas. 
 
Tabel 4.3 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah 
dan PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2014 (Ribuan, Rupiah) 
 
Tahun 











a  b c a/b*100% a/c*100% 
2010        8.380 2.165.839 8.282.309   0,37%   0,10% 
2011      21.000 3.795.201 14.591.747   0,55%   0,14% 
2012 
a. D. Peternakan 
b. DPPKAD 
 








a. D. Peternakan 
b. DPPKAD 
 








a. D. Peternakan 
b. DPPKAD 
 







Rata-Rata 29,15% 10,01% 
Sumber: Data Sekunder DPPKAD, Diolah 2015 
 
Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa peranan atau kontribusi Retribusi 
Rumah Potong Hewan terhadap retribusi daerah cukup berarti yaitu selama 
periode waktu 2010 s/d 2014 rata–rata per tahun sebesar 29,15%. Sebelum 
diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara di tahun 2012 jelas 
terlihat bahwa kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap retribusi 
daerah hanya sebesar 0,37% pada tahun 2010, dan 0,55% pada tahun 2011. 




berpengaruh terhadap retribusi daerah. Diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 menunjukkan bahwa penerimaan 
kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap retribusi daerah mengalami 
kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelum diberlakukannya peraturan 
daerah tersebut yakni sebesar 43,32%, dan pada tahun 2013 juga terjadi 
peningkatan kontribusi sebesar 9,07% dari tahun 2012. Namun pada tahun 2014 
kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap retribusi daerah mengalami 
penurunan sebesar 4,90%. Lebih jelasnya akan digambarkan dalam diagram 
dibawah ini. 
 
Gambar  4.1 Perbandingan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap 
Retribusi Daerah dan PAD 
 
Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah selama periode 2010-2014 yang dijelaskan dalam Gambar 4.1 
menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu rata-
rata berkisar 10,01%. Pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi Retribusi Rumah 
Potong Hewan terhadap PAD hanya sebesar 0,10% dan 0,14%. Sedangkan 
pada tahun 2012, sama halnya dengan kontribusi Retribusi Rumah Potong 
Hewan terhadap retribusi daerah, Kontribusi terhadap PAD mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 16,06%. Hal ini juga dikarenakan 
berlakunya peraturan daerah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan 
realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan. Pada tahun anggaran 2013 kontribusi 
Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 
















4.4.3 Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD, Retribusi Daerah, dan 
Retribusi Rumah Potong Hewan 
Selama periode lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2010 s/d 
2014 realisasi penerimaan PAD, retribusi daerah, dan Retribusi Rumah Potong 
Hewan di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan adanya pertumbuhan dari tahun 
ke tahun dengan tingkat pertumbuhan rata–rata pertahun untuk Retribusi Rumah 
Potong Hewan terhadap retribusi daerah sebesar 18,22% per tahun, sedangkan 
perbandingan antara Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) sebesar 6,26% per tahun, secara terperinci mengenai 
pertumbuhan realisasi penerimaan dan tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan 
Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara selama tahun 
anggaran 2010-2014 dapat dihitung dengan menggunakan rumus analisis 
pertumbuhan di bawah ini. 
1. Pertumbuhan Penerimaan PAD 
Perkembangan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 
pengamatan dari tahun anggaran 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan 
dari tahun ke tahun, namun tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi dengan 
tingkat pertumbuhan rata–rata sebesar 34,23% per tahun. Berdasarkan rumus 
yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini penghitungan pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara. 
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Secara terperinci rata-rata perkembangan dan tingkat pertumbuhan 
PAD Kabupaten toraja Utara dijelaskan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut. 
Tabel 4.4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2010-2014 (Ribuan, Rupiah) 
 
Tahun PAD Pertumbuhan (%) 
2010 8.282.309 - 
2011 14.591.747 76,18% 
2012 16.614.816 13,86% 
2013 19.824.778 19,32% 
2014 25.284.958 27,54% 
Rata-Rata 34,23% 
Sumber: Data Sekunder DPPKAD, Diolah 2015 
 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tingkat pertumbuhan 
PAD mencapai 76,18%. Pada tahun 2012 realisasi PAD mengalami peningkatan, 
namun tingkat pertumbuhan justru menurun secara signifikan sebesar 62,32% 
dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 dan 2014 peningkatan realisasi berbanding 
lurus dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 19,32% dan 27,53%. 
2. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah 
Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun 
dari tahun anggaran 2010-2014 di Kabupaten Toraja Utara mengalami 
peningkatan, namun jumlah pertumbuhan dari 2010 s/d 2014 mengalami 
penurunan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,86%. Berikut 
ini penghitungan pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara 
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Secara terperinci rata-rata perkembangan tingkat pertumbuhan Retribusi 
Daerah Kabupaten Toraja Utara dijelaskan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut. 
 
Tabel 4.5 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2010-2014 (Ribuan, Rupiah) 
Tahun Retribusi Daerah Pertumbuhan (%) 
2010 2.165.839 - 
2011 3.795.201 75,23% 
2012 6.134.472 61,64% 
2013 6.980.065 13,78% 
2014 7.871.202 12,77% 
Rata-Rata 40,86% 
Sumber: Data Sekunder DPPKAD, Diolah 2015 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan tingkat 
pertumbuhan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 75,23% 
sedangkan pada 2012 tingkat pertumbuhan retribusi sebesar 61,64%. Walaupun 
jumlah pertumbuhan retribusi tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan 
namun realisasi penerimaan retribusi mengalami kenaikan cukup signifikan, hal 




Tahun 2011. Pada Tahun 2013 dan 2014 tingkat pertumbuhan masing-masing 
sebesar 13,78% dan 12,77%. Seperti tahun sebelumnya walaupun jumlah 
pertumbuhan mengalami penurunan namun jumlah penerimaan realisasi tahun 
2013 dan 2014 mengalami kenaikan. 
 
3. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan 
Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara 
berbeda dengan Retribusi Rumah Potong Hewan di kabupaten lainnya karena 
hal ini berhubungan dengan adat istiadat masyarakat Toraja. Di Toraja 
pemotongan hewan dalam suatu acara merupakan suatu tradisi. Hal ini yang 
mendorong pemerintah setempat untuk memanfaatkan keadaan tersebut guna 
membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya di 
Kabupaten Toraja Utara dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Seperti 
yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa peraturan ini bukan hanya 
mengatur retribusi yang dilakukan di dalam rumah potong hewan tetapi juga 
mengatur tentang retribusi yang dilakukan di luar rumah potong hewan melalui 
acara adat masyarakat Toraja yang telah mendapat izin dari pemerintah 
setempat untuk melakukan acara tersebut. Berikut ini penghitungan pertumbuhan 
penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja Utara.  
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Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka rata-rata pertumbuhan 
Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2014 
dijelaskan dalam Tabel 4.6 sebagai berikut. 
 
Table 4.6 Pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2010-2014 (Rupiah, Ribuan) 
 
Tahun Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan Pertumbuhan 
2010        8.380 - 
2011      21.000      150,60% 
2012 
a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 




a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 
     14.355 
3.680.820 
       37,30% 
2014 
a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 
     11.775 
3.770.075 
         2,35% 
Rata-Rata   3.226,53% 
Sumber: Data Sekunder DPPKAD, Diolah 2015 
 
Tabel 4.6 menggambarkan tentang realisasi retribusi di dalam yang 
dikelola oleh Dinas Peternakan maupun retribusi di luar rumah potong hewan 
yang dikelola oleh DPPKAD. dan tingkat pertumbuhan yang terjadi selama tahun 
anggaran 2010-2014. Berdasarkan penghitungan di atas pada tahun 2011 
tingkat pertumbuhan sebesar 150,60% dan pada tahun 2012 tingkat realisasi dan 
pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan sangat signifikan dari tahun 
sebelumnya hal ini dikarenakan dampak positif dari pertauran daerah tersebut. 
Sedangakan tingkat pertumbuhan pada tahun 2013 dan 2014 meningkat masing-




Jadi, jumlah realisasi retribusi di luar rumah potong hewan mengalami 
peningkatan tiap tahunnya, sedangkan jumlah realisasi retribusi di rumah potong 
hewan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun pertumbuhan retribusi 
mengalami peningkatan tiap tahunnya.  
 
4.4.4 Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan 
Potensi retribusi daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah 
untuk menghasilkan sejumlah penerimaan retribusi daerah. Salah satu sumber 
retribusi daerah adalah Retribusi Rumah Potong Hewan, untuk mengetahui 
potensi retribusi suatu daerah antara lain. 
a. Kondisi awal suatu daerah. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu 
daerah sangatlah menentukan, yakni besar kecilnya keinginan 
pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan 
masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang 
ditetapkan oleh pemerintahan daerah 
b.  Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan 
retribusi. Menambah objek dan subjek retribusi, meningkatkan besarnya 
penetapan dan mengurangi tunggakan. 
c. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita riil. 
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka makin tinggi pula 
kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 
d. Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk. 




f. Penyesuaian tarif. Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada 
kebijakan penyesuaian tarif. 
g. Pembangunan baru. Sumber pendapatan baru dan perubahan 
peraturan, adanya perubahan yang baru tentunya akan meningkatkan 
retribusi daerah. 
Penghitungan potensi retribusi di dalam rumah potong hewan 
berdasarkan jenis pelayanan dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan untuk 
setiap jenis hewan ternak yang dipotong. Rumus yang digunakan adalah sebagai 
berikut. 
                                                  
 
a. Babi 
1.                             
2.                              
3.                           
 
b. Kerbau 
1.                             
2.                             
3.                          
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data penghitungan potensi 








Table 4.7 Potensi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Dalam Rumah Potong HewanTahun 2014 (Rupiah) 
 
No Bulan 














1 Januari 5 - - - -  27 1.135.000 
2 Februari 4 - - - -   17 770.000 
3 Maret  4 - - - -   21 890.000 
4 April  3 - - - -   12 555.000 
5 Mei  4 - - - -   13 650.000 
6 Juni   5 - - - -   14 745.000 
7 Juli   5 - - - -   15 775.000 
8 Agustus   7 - - - -   24 1.175.000 
9 September   6 - - - -   21 1.020.000 
10 Oktober   4 - - - -   30 1.160.000 
11 November   4 - - - -   29  1.130.000 
12 Desember   6 - - - -   46 1.770.000   
Total Penerimaan 74 - - - - 295 11.775.000** 
Estimasi Penerimaan per Hari (**/360)                32.708*** 
Estimasi Penerimaan per Bulan (*** x 30)              981.240**** 
Estimasi Potensi Retribusi per Bulan (**** x 30%)              294.372 
 





*Keterangan Tarif:  
(a) Kerbau = Rp65.000,- per ekor 
(b) Sapi = Rp50.000,- per ekor 
(c) Kuda = Rp50.000,- per ekor 
(d) Rusa = Rp25.000,- per ekor 
(e) Kambing = RP25.000,- per ekor 
(f) Babi = Rp30.000,- per ekor 
 
Berdasarkan data pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa potensi retribusi di 
dalam rumah potong hewan pada tahun 2014 sebesar Rp294.372 per bulan. 
Diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan sesuai dengan aturan 
secara tertib dan disiplin maka akan dapat meningkatkan potensi penerimaan 
retribusi Rumah Potong Hewan yang jauh lebih besar dari potensi yang 
ditetapkan tiap tahunnya. 
Kabupaten Toraja Utara  memiliki banyak kebudayaan dalam berbagai 
hal salah satunya dengan upacara adat yang sering disebut rambu tuka’ dan 
rambu solo’, yang merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial 
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan 
sesuai koridor  peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat penting 
dukungan penguatan pendapatan dari objek-objek retribusi yang dipungut 
sebagai imbalan pemakaian jasa fasilitas rumah potong hewan.  
Penghitungan potensi retribusi di luar rumah potong hewan dilakukan di 
Kecamatan Tondon, karena kurangnya waktu dan akses untuk memperoleh data. 
Kecamatan Tondon terdiri dari empat lembang/desa, berikut ini penghitungan 





                                                  
 
1. Lembang Tondon Matallo 
a.                                
b.                                
c.                                  
d.                              
 
2. Lembang Tondon Langi’ 
a.                               
b.                            
 
3. Lembang Tondon Siba’ta 
                                   
                               
 
4. Lembang Tondon 
                                  
                                   
                                    
                                 
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data penghitungan potensi 
Retribusi Rumah Potong Hewan yang di lakukan di luar rumah potong hewan 



































1 Lembang Tondon 
Matallo 
- 2 2 189 - - - - 263   60.025.000 
2 Lembang Tondon 
Langi’ 
- - - 42 - - - - 46   11.850.000 
3 Lembang 
Tondong Siba’ta 
- - - 81 - - - - 89   22.875.000 
4 Lembang Tondon - 3 2 163 - - - - 259   55.275.000 
Total Penerimaan - 5 4 475 - - - - 657 150.025.000** 
Estimasi Penerimaan per Hari (**/360)        416.736*** 
Estimasi Penerimaan per Bulan (*** x 30)    12.502.080**** 
Estimasi Potensi Retribusi per Bulan (**** x 30%)      3.750.624 






(a) K. Saleko = Rp750.000,- /ekor 
(b) K. Bonga = Rp750.000,- /ekor 
(c) K. Balian = Rp500.000,- /ekor 
(d) K. Pudu’ = Rp200.000,- /ekor 
(e) Sapi = Rp100.000,- /ekor 
(f) Kuda = Rp100.000,- /ekor 
(g) Rusa = Rp75.000,- /ekor 
(h) Kambing = Rp45.000,- /ekor 
(i) Babi = Rp75.000,- /ekor 
 
Tabel 4.8 menjelaskan potensi retribusi di luar rumah potong hewan 
pada tahun 2014 sebesar Rp3.750.624,- per bulan. Berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti, masih ada hewan ternak yang dipotong tidak terhitung 
dalam retribusi dikarenakan petugas yang kurang disiplin dalam menjalankan 
tugasnya dan penyelenggaraan pesta adat yang dilakukan di luar jam kerja atau 
hari libur  sehingga jumlah hewan yang dipotong tidak dapat di data dengan baik. 
Untuk itu, diharapkan pemerintah mampu menangani masalah tersebut, 
sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan retribusi Rumah Potong 
Hewan yang jauh lebih besar dari potensi yang ditetapkan tiap tahunnya. 
Besarnya jumlah pesta juga mempengaruhi tingkat potensi Retribusi 
Rumah Potong Hewan yang dilakukan di luar rumah potong hewan. Berikut ini 









Tabel 4.9 Jumlah Pesta Rambu Solo’ dan Rambu Tuka’ Kabupaten Toraja 





Rambu Solo’ Rambu Tuka’ 
2010 966 197 1.163 
2011 1.207   210 1.417 
2012 1.177 186 1.363 
2013 1.038 170 1.208 
2014 1.057 172 1.229 
Sumber: Data Sekunder, Diolah 2015 
 
 
Gambar 4.2 Jumlah Pesta Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2014 
 
Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2014 yang dilakukan di 
luar rumah potong hewan dapat dihitung berdasarkan jumlah pesta  tahun 2014 
dikalikan dengan rata-rata hewan ternak yang dipotong. Dalam hal ini setiap 
pesta diperkirakan rata-rata mampu memotong hewan ternak kerbau pudu’ 
sebanyak lima ekor dengan tarif pemotongan Rp200.000,-/ekor dan babi 
sebanyak 10 ekor dengan tarif pemotongan Rp75.000,-/ekor. Untuk lebih 
jelasnya, berikut ini penghitungan retribusi di luar rumah potong hewan 
berdasarkan jumlah pesta Kabupaten Toraja Utara tahun 2014. 
 1.163  
 1.417  
 1.363  

















1. Kerbau Pudu’ 
                                    
2. Babi 
                                
 
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, potensi Retribusi Rumah 
Potong Hewan menurut jumlah pesta di Tahun 2014 sebesar Rp2.150.750.000,-. 
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan realisasi retribusi di luar rumah potong 
hewan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2014 lebih besar yaitu 
Rp3.770.075.000,-. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan realisasi Retribusi Rumah 
Potong Hewan tahun 2014 yang dilakukan di luar rumah potong hewan sudah 
cukup efektif. Hal ini dibuktikan dari tingkat potensi retribusi berdasarkan jumlah 
pesta tahun 2014 yang lebih kecil dari pada realisasi di tahun yang sama. 
 
4.4.5 Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan 
Analisis pengukuran ini melihat efektifitas realisasi penerimaan Retribusi 
Rumah Potong Hewan selama 5 tahun anggaran terakhir di Kabupaten Toraja 
Utara. Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong 
Hewan akan diperbandingkan dengan target penarikan Retribusi Rumah Potong 
Hewan. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (di 
atas 100 persen), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang 
semakin efektif. Berikut penghitungan efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan 






             
                   
                
        
 
                
          
          
              
                
          
          
               
                
                        
                        
                
                
                        
                        
               
                
                         
                        
               
 
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, Tabel 4.9 memperlihatkan rata-
rata efektifitas pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja 
Utara adalah sebesar 85,04%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pungutan 
Retribusi Rumah Potong Hewan belum berjalan secara efektif dikarenakan 
tingginya target yang ditetapkan oleh pemerintah melihat realisasi dari tahun 
sebelumnya belum tercapai dengan target yang sama khususnya target retribusi 
yang dilakukan di dalam rumah potong hewan yang sangat jauh dari penerimaan 
realisasi. Namun pada tahun 2012 efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan 
mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 197,51%. Untuk lebih jelasnya, 
berikut disajikan data efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten 








Tabel 4.10 Analisis Efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2010-2014 (Rupiah) 
 
Tahun 







2010      20.000.000        8.380.000    41,90% 
2011      90.000.000      21.000.000    23,33% 
2012 
a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 
     90.000.000 
1.272.619.000 
 






a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 
     30.000.000 
4.572.619.000 
 
     14.355.000 
3.680.820.000 
 
   80,28% 
2014 
a. Dinas Peternakan 
b. DPPKAD 
 
     30.000.000 
4.572.619.000 
 
     11.775.000 
3.770.075.000 
 
  82,17% 
Rata-Rata   85,04% 
Sumber: Data Sekunder DPPKAD, Diolah 2015 
 
Dari hasil analisis diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang 
selama ini ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara masih berada 
di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu DPPKAD selaku dinas yang 
terkait dengan usulan penetapan target penerimaan Retribusi Rumah Potong 
Hewan perlu melakukan penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi 
penerimaan sehingga penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan 










5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi Retribusi 
Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja 
Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Rata-rata penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap 
Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara selama tahun anggaran 2010-
2014 sebesar 29,15% per tahun, sedangkan penerimaan Retribusi 
Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 
10,01% per tahun. Peranan atau kontribusi tersebut masih kurang efektif 
sehingga kurang menunjang Pendapatan Asli Daerah. 
2. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 15 Tahun 2011, pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan 
tahun 2012 mengalami kenaikan drastis sebesar 12.715,88%, 
sedangkan pada tahun 2013 dan 2014  pertumbuhan Retribusi Rumah 
Potong Hewan masing-masing sebesar 37,30% dan 2,35%, artinya 
pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan semakin mengecil.  
3. Potensi penerimaan retribusi yang dilakukan di dalam rumah potong 
hewan pada tahun 2014 sebesar Rp294.372,-/bulan. Variabel untuk 
menghitung potensi retribusi adalah jenis hewan ternak yang dipotong 
dikali dengan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah, sedangkan tahun 
2014 potensi retribusi yang dilakukan di luar rumah potong hewan 
sebesar Rp2.150.750.000,-. Variabel untuk menghitung potensi retribusi 
adalah jumlah pesta tahun 2014 dikalikan dengan rata-rata jumlah 





4. Rata-rata efektifitas pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di 
Kabupaten Toraja Utara sebesar 85,04%, hal ini menunjukkan bahwa 
secara rata-rata pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan kurang 
berjalan secara efektif karena dalam dua tahun anggaran, angkanya 
hampir tidak melampaui angka 100% dan hanya pada tahun 2012 
melampaui 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
telah diberlakukan. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang 
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 
dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dalam 
menunjang peningkatan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut. 
1. Untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan 
sesuai dengan potensi yang ada dapat dilakukan dengan cara: 
a. menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan 
retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan 
dan pengawasan di lapangan; 
b. menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi yang tidak 
membayar retribusi yang telah ditetapkan; 
c. menggunakan nomor urut yang tercetak langsung pada karcis 
pemotongan hewan bukan nomor urut stempel, agar menghindari 
kecurangan dalam penomoran karcis. 
d. memberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib retribusi 





dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah 
Kabupaten Toraja Utara. 
2. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar lebih realistis dalam 
menentukan dan atau menetapkan target penerimaan Retribusi Rumah 
Potong Hewan dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi yang 
sebenarnya. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Hambatan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya informasi-informasi dan 
kurangnya data yang bisa diberikan untuk menjadi acuan peneliti dari dinas-dinas 
yang terkait. Hal tersebut menyebabkan sulit untuk menjelaskan lebih rinci 
mengenai kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Selain itu, retribusi yang dilakukan di luar rumah potong hewan 
berhubungan dengan adat, tradisi, dan kepercayaan masyarakat Toraja sehingga 
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2. Anggota Persatuan Mahasiswa Kristen Oikoumene (PMKO) Fakultas Ekonomi 
UNHAS 
 
Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
Makassar,  21 Agustus 2015 
 
 








Pegawai DPPKAD dan Dinas Peternakan Kabupaten Toraja Utara 
1. Apakah kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan sudah berjalan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku? 
2. Bagaimana prosedur Pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan? 
3. Apakah setiap dilakukan pemotongan hewan baik di dalam maupun di luar 
rumah potong hewan selalu ada petugas dari pemerintah yang mengawasi? 
4. Bagaiman solusi dan usaha dalam meningkatkan realisasii dan potensi 
Retribusi Rumah Potong Hewan? 
5. Dalam penerapannya apakah terdapat kendala dalam penerapan Retribusi 
Rumah Potong Hewan? 
 
Wajib Retribusi 
1. Apakah pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pegawai telah 
memberikan kepuasan kepada Anda? 
2. Apakah Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan Retribusi Rumah 
Potong Hewan? 
3. Apakah Anda mengetahui persyaratan dan tata cara pembayaran Retribusi 
Rumah Potong Hewan?  
4. Apakah Anda merasa terbebani dengan prosedur dan tata cara pembayaran 
Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah di tentukan? 
5. Apakah Anda mengetahui sanksi keterlambatan pembayaran Retribusi 







LAMPIRAN 3  
 
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2014 
 




























































LAMPIRAN 4  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2010-2013  












LAMPIRAN 5  
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LAMPIRAN  7  









LAMPIRAN 8  














LAMPIRAN 10  






LAMPIRAN 11  













LAMPIRAN 12  
Surat Keterangan Penelitian 
 
